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Abstract 
Purpose : This study aims to analyze how the state constructs communism as an 
ideological threat in Indonesian politics through criminal law instruments and to assess 
the extent to which this construction reflects political selectivity in responding to 
ideologies deemed contrary to Pancasila. 
  
Design/methodology/approach : This research employs a qualitative-descriptive 
method with an interpretive-critical approach based on interpretive policy analysis. 
Data were collected through document studies of legal materials, academic literature, 
and policy documents, and analyzed using discourse analysis, framing, and process-
tracing techniques to examine the relationship between discursive construction and 
legal formation. 
 
Findings : The findings reveal that the criminalization of communism is a historically 
institutionalized political-legal construction shaped by collective memory, state 
narratives, and power interests. The state consistently employs criminal law to frame 
communism as an existential threat, while other ideologies are addressed through more 
varied and non-penal approaches, indicating political selectivity that is not fully 
grounded in empirical threat assessment. 
 
Practical Implication : These findings highlight the need to reorient ideological 
criminalization policies by positioning criminal law as an ultimum remedium and 
promoting more proportional, evidence-based, and human rights–oriented approaches 
to prevent the abuse of power. 
 
Originality/value : This study contributes a novel perspective by integrating political 
law analysis, selective enforcement theory, and state ideology studies into a unified 
analytical framework, demonstrating that selectivity operates not only in law 
enforcement but also in norm construction and the production of ideological threats. 
 
Keywords : Ideological Criminalization, Communism, Political Law, Selective 
Enforcement, Pancasila 
 
Paper type : Research Paper 
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Selektivitas Negara dalam Kriminalisasi Ideologi di Indonesia: 
Studi Kasus Komunisme 

 
Abstrak 
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana negara mengonstruksi 
komunisme sebagai ancaman ideologis dalam politik Indonesia melalui instrumen 
hukum pidana, serta menilai sejauh mana konstruksi tersebut mencerminkan 
selektivitas politik dalam merespons berbagai ideologi yang dipandang mengancam 
Pancasila. 
  
Desain/metodologi/pendekatan : Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-
deskriptif dengan pendekatan interpretif-kritis melalui kerangka interpretive policy 
analysis. Data dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan hukum primer, 
literatur akademik, dan dokumen kebijakan, kemudian dianalisis menggunakan teknik 
analisis diskursus, framing, dan process-tracing untuk menelusuri hubungan antara 
konstruksi wacana dan pembentukan norma hukum. 
 
Temuan : Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi komunisme merupakan 
hasil konstruksi politik-hukum yang terinstitusionalisasi secara historis melalui 
memori kolektif, narasi negara, dan kepentingan kekuasaan. Negara secara konsisten 
menggunakan hukum pidana untuk membingkai komunisme sebagai ancaman 
eksistensial, sementara terhadap ideologi lain digunakan pendekatan yang lebih 
variatif dan non-penal. Hal ini mengindikasikan adanya selektivitas politik dalam 
penerapan hukum yang tidak sepenuhnya didasarkan pada ancaman empiris. 
 
Implikasi Praktis : Temuan ini menegaskan perlunya reorientasi kebijakan 
kriminalisasi ideologi dengan menempatkan hukum pidana sebagai ultimum 
remedium, serta mendorong perumusan kebijakan yang lebih proporsional, berbasis 
bukti, dan selaras dengan prinsip hak asasi manusia guna mencegah penyalahgunaan 
kekuasaan. 
 
Originalitas/Nilai : Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan 
mengintegrasikan analisis politik hukum, teori selektivitas kebijakan, dan studi 
ideologi negara dalam satu kerangka analisis terpadu, serta menunjukkan bahwa 
selektivitas tidak hanya terjadi dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam konstruksi 
norma dan produksi ancaman ideologis. 
 
Kata Kunci : Kriminalisasi Ideologi, Komunisme, Politik Hukum, Selective Enforcement, 
Pancasiila 
 
Jenis Penelitian : Research Paper 
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PENDAHULUAN  
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Pancasila dipahami sebagai dasar 

negara dan grundnorm yang memiliki dimensi normatif sekaligus politik dalam 
mempertahankan legitimasi kekuasaan dan stabilitas pemerintahan (Nor, 2025). 
Secara historis, Pancasila merupakan hasil kompromi nasionalis sekuler dan 
nasionalis Islam (Faisal, 2018). Dalam perkembangannya, Pancasila berfungsi sebagai 
pedoman normatif sekaligus sarana legitimasi kekuasaan yang menentukan batas-
batas ideologis yang dapat diterima dalam ruang publik. Posisi ini diperkuat oleh 
konstruksinya sebagai norma fundamental yang tidak dapat diubah (unamendable 
norm) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Eddyono, 2019). Maka ideologi negara 
berada dalam relasi kuasa antara negara dan masyarakat, di mana negara 
berkepentingan mempertahankan dominasi ideologisnya sebagai prasyarat stabilitas 
politik. Pancasila berfungsi sebagai alat integrasi dan kontrol ideologis yang 
berkembang (Santika et al., 2019).  

Dengan demikian ideologi negara berada dalam relasi dialektis dengan 
kemungkinan munculnya ideologi tandingan. Negara berperan sebagai penjaga 
konstitusi sekaligus aktor politik yang secara aktif memproduksi dan mereproduksi 
makna ideologis tertentu. Proses ini sering disertai sakralisasi ideologi negara yang 
sulit diperdebatkan (Mustapa et al., 2024). Sakralisasi tersebut berimplikasi pada 
terbatasnya ruang diskursus terhadap ideologi alternatif serta memperkuat posisi 
negara sebagai penentu utama dalam mendefinisikan ancaman ideologis. Konstruksi 
ancaman mencerminkan hasil proses politik yang melibatkan relasi kekuasaan dan 
kepentingan negara (Rosa, 2022). Ideologi negara berfungsi sebagai ideological 
gatekeeper yang mengatur batas-batas kebebasan berpikir dan menentukan pihak yang 
diposisikan sebagai lawan politik dalam struktur kekuasaan. 

Salah satu ideologi yang secara konsisten dikonstruksi sebagai ancaman 
utama dalam sejarah politik Indonesia adalah komunisme. Konstruksi ini berakar 
pada pengalaman historis yang kompleks, termasuk peristiwa 1948 di Madiun dan 
peristiwa 1965 yang membentuk trauma kolektif nasional. Peristiwa tersebut menjadi 
fondasi bagi negara dalam membangun narasi bahwa komunisme merupakan 
ideologi subversif yang mengancam stabilitas negara (Mustapa et al., 2024). Narasi ini 
kemudian dilembagakan melalui berbagai kebijakan politik dan hukum, sehingga 
komunisme dipahami sebagai sistem pemikiran sekaligus simbol ancaman terhadap 
negara (Fernando et al., 2025). Komunisme menjadi representasi musuh politik yang 
dilegitimasi negara 

Konstruksi tersebut diperkuat melalui pendekatan normatif yang 
menempatkannya sebagai antitesis Pancasila, khususnya dalam aspek religiusitas dan 
kemanusiaan. Komunisme dikaitkan dengan ateisme dan materialisme yang 
dianggap bertentangan dengan Sila pertama (Hufron & Hajjatulloh, 2020). Namun, 
pendekatan tersebut cenderung menyederhanakan kompleksitas komunisme dan 
mengabaikan dimensi politik dalam proses konstruksi ancaman. Dalam banyak 
kasus, penolakan terhadap komunisme dipengaruhi oleh kebutuhan negara untuk 
mempertahankan legitimasi ideologisnya. 

Konstruksi komunisme sebagai ancaman ideologis terus direproduksi dalam 
politik Indonesia kontemporer. Meskipun secara empiris kekuatan komunisme 
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sebagai aktor politik telah melemah, isu ini tetap digunakan dalam wacana politik 
sebagai alat legitimasi dan mobilisasi massa. Bahkan representasi komunisme sebagai 
ancaman laten dipelihara dalam kesadaran kolektif melalui apa yang disebut sebagai 
communist imaginary (Pahrun Wadipalapa, 2023). Narasi ini juga dimobilisasi dalam 
kontestasi politik elektoral (Pahrun Wadipalapa, 2023). Fenomena ini menunjukkan 
bahwa ancaman ideologis dapat diproduksi dan dipertahankan melalui diskursus 
politik, terlepas dari realitas empirisnya. 

Institusionalisasi konstruksi diwujudkan melalui hukum pidana, khususnya 
Pasal 188 KUHP (UU 1/2023) yang melarang penyebaran ajaran komunisme atau 
Marxisme-Leninisme. Namun, norma ini problematis karena batasannya tidak jelas 
dan berpotensi represif (Nor, 2025). Hukum pidana merupakan produk pilihan politik 
yang mencerminkan kepentingan ideologis negara (Citrawan & Putri, 2024). 
Kriminalisasi komunisme menjadi bagian dari strategi mempertahankan hemegomi 
ideologi. 

Di sisi lain, respons negara terhadap ideologi yang dianggap mengancam 
Pancasila seperti radikalisme keagamaan atau gerakan khilafah, menunjukkan variasi 
pendekatan. Negara menggunakan instrumen non-penal, seperti regulasi sektoral, 
kebijakan administratif, deradikalisasi, maupun strategi sosial (Angretnowati & 
Karolus, 2022; Satriawan et al., 2019). Bahkan pendekatan dialogis dan 
transformasional lebih dominan digunakan (Hamdi et al., 2021). Dalam menghadapi 
radikalisme, misalnya, negara menggunakan instrumen hukum khusus seperti 
Undang-Undang Terorisme serta kebijakan deradikalisasi (Hikam & Riyanta, 2018). 
Selain itu, pendekatan ideologis dilakukan melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila 
dalam pendidikan untuk menangkal radikalisme (Purnomo, 2017). Ideologi Islam 
transnasional lebih sering direspons melalui pendekatan administratif dan kebijakan 
organisasi (Angretnowati & Karolus, 2022), serta melalui program deradikalisasi dan 
pendidikan ideologi (Hamdi et al., 2021).   

Perbedaan bentuk respons tersebut mengarah pada indikasi adanya 
selektivitas negara. Komunisme cenderung dikriminalisasi secara langsung melalui 
hukum pidana, sementara ideologi lain tidak selalu diperlakukan sama. Bahkan, 
terdapat ideologi yang secara terbuka mengkritik Pancasila, namun tidak selalu 
direspons dengan tindakan represif yang setara. Fenomena ini menunjukkan adanya 
diferensiasi kebijakan yang sepenuhnya objektif (Hutajulu, 2022). Selain itu, 
penggunaan Pancasila sebagai alat untuk mengarahkan dan membatasi wacana 
ideologis juga terlihat dalam dinamika legislasi, seperti dalam perdebatan mengenai 
RUU Haluan Ideologi Pancasila (Fenton, 2024). Terdapat indikasi bahwa kebijakan 
ideologis negara dipengaruhi oleh konfigurasi kekuatan politik yang berkembang. 

Permasalahan selektivitas ini menunjukkan bahwa hukum dipengaruhi oleh 
kepentingan politik. Dalam perspektif politik hukum, praktik selective enforcement 
mencerminkan diskresi negara dalam menentukan kapan dan terhadap siapa hukum 
diterapkan. Kriminalisasi ideologi merupakan bentuk seleksi politik terhadap 
ideologi tertentu. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dan 
objektivitas negara dalam merespons ancaman ideologis, serta sejauh mana 
konstruksi ancaman tersebut bersifat empiris atau politis. 
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Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji relasi antara ideologi dan 
negara dalam konteks Indonesia melalui pendekatan yang beragam. Kajian normatif 
dan ideologis, seperti Duha (2022) serta Hufron & Hajjatulloh (2020), cenderung 
menempatkan komunisme sebagai ideologi yang bertentangan secara fundamental 
dengan Pancasila, sehingga membenarkan eksklusi ideologis dalam kerangka negara 
hukum. Sementara itu Fernando, et al. (2025) mengkaji kriminalisasi komunisme 
dalam perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia, dengan menyoroti potensi 
overcriminalization tanpa mengaitkannya dengan perlakuan terhadap ideologi lain. Di 
sisi lain Wadipalapa (2023) menunjukkan bahwa ancaman komunisme merupakan 
konstruksi diskursif dalam politik elektoral, sedangkan Fenton (2024) menegaskan 
bahwa Pancasila berfungsi sebagai instrumen ideologis negara dalam mengatur 
kontestasi politik. Adapun studi mengenai ideologi lain, seperti Hamdi, et al. (2021), 
memperlihatkan bahwa negara lebih cenderung menggunakan pendekatan 
deradikalisasi dan administratif dalam merespons radikalisme keagamaan, 
sementara kajian historis seperti Citrawan & Putri (2024) menunjukkan bahwa 
konstruksi anti-komunisme dibentuk secara sistematis sejak Orde Baru. 

Namun penelitian tersebut masih menunjukkan keterbatasan dalam 
menjelaskan pola respons negara secara komparatif terhadap berbagai ideologi. 
Kajian yang ada cenderung terfragmentasi antara analisis diskursus, legitimasi 
normatif, dan instrumen hukum, tanpa mengintegrasikannya dalam satu kerangka 
analisis yang menyoroti bagaimana negara secara berbeda merespons ideologi 
melalui mekanisme kebijakan dan hukum. Selain itu belum terdapat penelitian yang 
secara sistematis menguji apakah perbedaan respons tersebut baik melalui 
kriminalisasi, pembubaran organisasi, maupun deradikalisasi, mencerminkan praktik 
selective enforcement dalam politik hukum negara. Maka dari itu penelitian ini mengisi 
kesenjangan tersebut dengan mengintegrasikan dimensi konstruksi ideologis, 
legitimasi normatif, dan praktik penegakan hukum dalam satu kerangka analisis 
komparatif, dengan menempatkan komunisme sebagai kasus utama untuk menguji 
bagaimana negara mengoperasionalkan respons ideologisnya secara selektif. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka 
teori yang mengintegrasikan teori negara dan ideologi, teori politik hukum, serta teori 
selektivitas kebijakan atau selective enforcement. Ketiga pendekatan ini digunakan 
untuk menjelaskan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari pilihan politik 
negara dalam mengelola ancaman ideologis. Dalam perspektif ini, negara dipahami 
sebagai aktor yang membentuk dan mengkonstruksi ancaman sekaligus 
meresponsnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan 
konstruksi komunisme sebagai ancaman ideologis dalam politik Indonesia, 
memetakan bentuk respons negara terhadap berbagai ideologi, serta menilai sejauh 
mana terdapat selektivitas dalam kriminalisasi ideologi. 

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang menempatkan 
komunisme sebagai kasus analitis untuk menguji selektivitas negara dalam 
mengelola ancaman ideologi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian politik hukum dan 
ideologi negara, serta kontribusi praktis dalam memahami dinamika hubungan 
antara hukum, ideologi, dan kekuasaan dalam sistem politik Indonesia. 
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Secara lebih terfokus, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua 
pertanyaan utama sekaligus menjadi tujuan analisis, yaitu: (1) bagaimana negara 
mengonstruksi komunisme sebagai ancaman ideologis dalam politik Indonesia, 
khususnya melalui instrumen hukum pidana; dan (2) sejauh mana konstruksi 
tersebut mencerminkan selektivitas politik negara dalam merespons berbagai 
ideologi yang dipandang mengancam Pancasila. 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan paradigma 
interpretif-kritis yang memandang hukum tidak sebagai sistem normatif yang 
otonom, melainkan sebagai produk dan instrumen kekuasaan dalam konteks politik 
(Creswell, 2013). Secara metodologis, penelitian ini berakar pada pendekatan 
interpretive policy analysis sebagaimana dikembangkan oleh Dvora Yanow dalam 
bukunya Conducting Interpretive Policy Analysis, yang memandang kebijakan sebagai 
hasil konstruksi makna melalui bahasa, simbol, dan praktik diskursif (Yanow, 1999). 
Hukum dipahami sebagai teks kebijakan yang merepresentasikan pilihan politik 
negara dalam mengonstruksi dan merespons ancaman ideologis. 

Untuk memperdalam analisis, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan 
analisis wacana kritis (critical discourse analysis) sebagaimana dirumuskan oleh 
Fairclough (1995), yang digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana komunisme 
direpresentasikan sebagai ancaman melalui struktur bahasa, framing, dan narasi 
dalam dokumen kebijakan dan pernyataan resmi negara. Selain itu, penelitian ini 
menggunakan desain studi kasus sebagaimana dijelaskan oleh Robert K. Yin (2018), 
dengan menempatkan kriminalisasi komunisme sebagai kasus analitis untuk 
memahami fenomena yang lebih luas. Strategi process tracing (George & Bennet, 2005) 
digunakan untuk menelusuri hubungan kausal antara konstruksi diskursif ancaman 
ideologis dan lahirnya instrumen hukum pidana sebagai respons negara. 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa 
ketentuan dalam KUHP, khususnya Pasal 188, serta instrumen hukum lain yang 
relevan; bahan sekunder berupa literatur akademik, jurnal, dan kajian politik hukum; 
serta data empiris berupa dokumen resmi negara, pernyataan pejabat publik, dan 
publikasi lembaga yang mencerminkan sikap negara terhadap komunisme maupun 
ideologi lain. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen secara 
sistematis dan purposive, dengan menyeleksi teks yang memiliki relevansi langsung 
terhadap konstruksi ancaman ideologis. Data yang terkumpul kemudian dianalisis 
secara interpretatif untuk memahami makna yang dibangun dalam teks kebijakan, 
secara komparatif untuk mengidentifikasi pola selektivitas negara dalam merespons 
berbagai ideologi, serta secara tematik untuk mengelompokkan pola-pola diskursus, 
framing, dan narasi yang muncul. Fokus analisis diarahkan pada tiga aspek utama, 
yaitu bagaimana komunisme dikonstruksi sebagai ancaman, bagaimana negara 
memilih instrumen hukum pidana sebagai respons, serta apa makna politik di balik 
pilihan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada deskripsi norma 
hukum, tetapi berupaya mengungkap rasionalitas politik yang melatarbelakangi 
penggunaan norma tersebut, sehingga mampu memberikan penjelasan yang lebih 
dalam mengenai selektivitas negara dalam kriminalisasi ideologi. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Konstruksi Komunisme sebagai Ancaman Ideologis dalam Politik Indonesia 

Sejarah politik anti-komunisme di Indonesia menunjukkan bahwa pelabelan 
komunisme sebagai ancaman adalah hasil konstruksi politik yang intensif sejak 
peristiwa 1965. Setelah peristiwa tersebut, negara melalui militer secara sistematis 
membingkai Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai aktor utama di balik ancaman 
terhadap negara dan ideologi nasional. Narasi ini kemudian dijadikan dasar 
legitimasi untuk tindakan represif berskala besar, termasuk pembunuhan massal dan 
penahanan tanpa proses hukum. Kekerasan dalam hal ini bagian dari proyek politik 
terorganisir yang difasilitasi oleh negara. Studi Leksana menunjukkan bahwa 
kekerasan anti-komunis di Jawa Timur berkembang menjadi sistematis setelah 
adanya instruksi militer, yang mengoordinasikan keterlibatan sipil dalam 
penghancuran kelompok kiri (Leksana, 2021). Hal ini memperlihatkan bahwa negara 
berperan aktif dalam membentuk komunisme sebagai musuh bersama yang harus 
dieliminasi.  

Konstruksi tersebut diperkuat melalui produksi narasi resmi negara yang 
menyederhanakan konflik politik menjadi dikotomi moral antara penyelamat negara 
dan musuh bangsa. Dalam narasi Orde Baru, PKI digambarkan sebagai pelaku utama 
kekerasan, sementara tindakan negara diposisikan sebagai respons defensif yang sah. 
Padahal, penelitian Hearman menunjukkan bahwa peristiwa 30 September 
digunakan sebagai pretext untuk melakukan pembersihan politik terhadap kelompok 
kiri. Negara tidak hanya memonopoli interpretasi sejarah, tetapi juga 
menanamkannya melalui institusi pendidikan, media, dan praktik simbolik. Rezim 
secara aktif mempertahankan narasi bahwa PKI adalah agresor, sehingga 
pembantaian terhadap mereka dianggap sebagai tindakan yang diperlukan 
(Hearman, 2017). Narasi ini bahkan dilembagakan dalam bentuk ritual kenegaraan 
dan simbol ideologis seperti Hari Kesaktian Pancasila.  

Konstruksi komunisme sebagai ancaman utama juga tidak dapat dilepaskan 
dari politik memori yang dikendalikan negara. Negara secara sistematis menciptakan 
ingatan resmi yang menutupi kompleksitas kekerasan 1965 dan menyingkirkan 
narasi alternatif dari korban. Studi tentang lanskap memori di Semarang 
menunjukkan bahwa negara secara sengaja menciptakan memory gaps dengan 
mengontrol narasi publik tentang kekerasan tersebut (Eickhoff et al., 2017). Ingatan 
kolektif yang dihasilkan adalah hasil seleksi politik yang menguntungkan legitimasi 
rezim. Akibatnya, komunisme terus direproduksi sebagai ancaman laten dalam 
kesadaran sosial, bahkan setelah rezim berubah. Hal ini memperkuat argumen bahwa 
ancaman komunisme bukan hanya fakta historis, tetapi konstruksi yang 
dipertahankan melalui mekanisme memori kolektif 

Selain itu, konstruksi ini juga bekerja melalui mekanisme kategorisasi sosial 
yang menempatkan individu dalam spektrum bersih atau terkontaminasi 
komunisme. Negara tidak hanya menargetkan anggota PKI, tetapi juga masyarakat 
luas yang dicurigai memiliki hubungan dengan komunisme. Operasi Trisula di Blitar 
menunjukkan bahwa militer memperlakukan seluruh penduduk sebagai tersangka 
potensial dan melakukan pengawasan serta represi jangka panjang (Hearman, 2017). 
Bahkan setelah operasi militer berakhir, kontrol sosial tetap berlangsung melalui 
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restrukturisasi desa dan pengawasan administratif. Hal ini menunjukkan bahwa 
konstruksi ancaman meluas dari ideologi ke identitas sosial, sehingga komunisme 
menjadi label yang dapat dilekatkan secara politis untuk membenarkan tindakan 
represif.  

Produksi ancaman ini juga didukung oleh propaganda dan framing ideologis 
yang membentuk opini publik. Studi oleh Putri mengenai pembentukan opini politik 
menunjukkan bahwa framing negara memainkan peran penting dalam membangun 
persepsi masyarakat terhadap suatu isu. Dalam kasus Indonesia, propaganda anti-
komunisme menjadi dominant frame yang sulit ditandingi oleh narasi alternatif (Putri, 
2018). Bahkan, generasi setelah Orde Baru tetap mewarisi persepsi tersebut karena 
internalisasi nilai-nilai anti-komunis melalui pendidikan dan media. Hal ini 
kemudian menjawab mengapa komunisme tetap dianggap sebagai ancaman 
meskipun secara empiris tidak lagi memiliki kekuatan politik signifikan. 

Konstruksi komunisme sebagai ancaman juga diperkuat melalui kebijakan 
hukum yang bersifat represif dan sistematis. Negara mengembangkan berbagai 
regulasi yang secara eksplisit menargetkan komunisme, termasuk pelarangan 
organisasi, pengawasan ideologi, dan kriminalisasi individu yang diduga terkait. 
Dalam praktiknya kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat hukum, tetapi juga 
sebagai instrumen politik untuk mengontrol oposisi. Terdapat puluhan regulasi yang 
secara khusus ditujukan untuk membatasi komunisme dan afiliasinya (Aryadi & 
Fernandha, 2024). Bahkan, kebijakan anti-komunisme menjadi salah satu pilar utama 
pemerintahan Orde Baru, yang digunakan untuk menekan kritik politik. Artinya 
adalah bahwa hukum tidak netral, tetapi menjadi bagian dari strategi negara dalam 
mempertahankan konstruksi ancaman 

Melihat kondisi tersebut, Pasal 188 KUHP dapat dipahami sebagai kelanjutan 
dari konstruksi historis yang telah dibangun sejak 1965. Pasal ini tidak berdiri sendiri, 
melainkan beroperasi dalam konteks panjang kriminalisasi ideologi yang telah 
dilegitimasi secara politik dan sosial. Dengan menjadikan komunisme sebagai objek 
kriminalisasi, negara secara implisit menegaskan bahwa ideologi tersebut memiliki 
status ancaman yang lebih tinggi dibandingkan ideologi lain. Padahal, tidak semua 
ideologi yang berpotensi bertentangan dengan Pancasila diperlakukan dengan 
pendekatan pidana yang sama. Ini menunjukkan adanya selektivitas dalam 
penggunaan hukum pidana, di mana komunisme diposisikan sebagai ancaman 
prioritas yang harus dikendalikan melalui mekanisme represif. 

 
Pasal 188 KUHP sebagai Instrumen Politik Negara 

Pasal 188 KUHP dalam hal kriminalisasi komunisme tidak dapat dipahami 
semata sebagai norma hukum pidana dengan positivis, melainkan sebagai 
manifestasi konkret dari politik hukum negara dalam menentukan batas ideologis 
yang diperbolehkan. Norma ini menunjukkan bahwa hukum pidana digunakan 
sebagai instrumen strategis untuk membingkai komunisme sebagai ancaman 
ideologis yang harus dikendalikan melalui mekanisme koersif negara (Nor, 2025). 
Dari perspektif politik hukum, pembentukan norma pidana tidak pernah bebas nilai, 
melainkan merupakan hasil konfigurasi kekuasaan yang mencerminkan orientasi 
ideologis negara pada suatu waktu tertentu. Hal ini diperkuat oleh konstruksi 
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normatif yang melegitimasi pelarangan komunisme melalui narasi bahwa ideologi 
tersebut bertentangan dengan nilai Ketuhanan dan kemanusiaan dalam Pancasila 
(Hufron & Hajjatulloh, 2020). Pasal 188 harus dibaca sebagai produk konstruksi 
normatif yang sarat nilai, bukan sebagai norma netral yang berdiri sendiri. 

Dalam skema demikian, hukum pidana berfungsi tidak hanya sebagai alat 
pengendalian sosial, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan realitas sosial-
politik. Norma ini secara eksplisit menargetkan ideologi tertentu, sehingga berbeda 
dengan norma pidana umum yang bersifat netral terhadap objek pengaturan. Hal ini 
menunjukkan bahwa hukum pidana di sini tidak hanya merespons realitas, tetapi 
juga secara aktif membentuk realitas. Temuan ini sejalan dengan analisis yang 
menegaskan bahwa hukum anti-komunisme berfungsi untuk mempertahankan 
narasi resmi negara sekaligus menekan alternatif interpretasi sejarah (Citrawan & 
Putri, 2024). Artinya adalah bahwa Pasal 188 beroperasi tidak hanya dalam ranah 
yuridis, tetapi juga dalam ranah simbolik dan kultural, di mana hukum menjadi alat 
produksi makna politik dan identifikasi musuh ideologis. 

Pasal 188 KUHP juga menunjukkan bahwa hukum pidana berfungsi sebagai 
alat negara yang memiliki dimensi ganda, yaitu represif, preventif, dan simbolik. 
Secara represif, norma ini memberikan dasar legal bagi negara untuk menindak 
individu atau kelompok yang dianggap menyebarkan ideologi komunisme. Secara 
preventif, keberadaan ancaman pidana menciptakan efek jera terhadap setiap bentuk 
ekspresi yang diasosiasikan dengan komunisme. Sementara itu, secara simbolik, 
norma ini menegaskan batas ideologis negara dengan membedakan secara tegas 
antara ideologi yang dapat diterima dan yang harus ditolak. Dalam teori 
kriminalisasi, kondisi ini menunjukkan bahwa penetapan suatu perbuatan sebagai 
tindak pidana sering kali didorong oleh kebutuhan untuk melindungi nilai dominan 
yang ingin dipertahankan (Zul Khaidir Kadir, 2025b).  

Fungsi Pasal 188 dalam mengamankan ideologi negara tidak dapat dilepaskan 
dari konstruksi Pancasila sebagai ideologi tunggal yang harus dilindungi. Pancasila 
diposisikan sebagai dasar normatif yang tidak dapat diganggu gugat, sehingga 
ideologi yang dianggap bertentangan dengannya dipandang sebagai ancaman 
terhadap stabilitas nasional (Santika et al., 2019). Namun demikian, tidak semua 
ideologi yang berpotensi bertentangan dengan Pancasila diperlakukan secara sama 
dalam hukum pidana. Misalnya, ideologi lain seperti liberalisme atau kekhilafahan 
tidak dikriminalisasi secara eksplisit. Hal ini menunjukkan adanya selektivitas dalam 
penentuan objek kriminalisasi yang tidak sepenuhnya didasarkan pada tingkat 
ancaman objektif, melainkan juga pada pertimbangan historis dan politik. 

Dalam konsep teori hukum sebagai alat kekuasaan Van Apeldoorn, Pasal 188 
KUHP merupakan bagian dari mekanisme kontrol politik yang lebih luas. Hukum 
pidana tidak hanya digunakan untuk menegakkan ketertiban, tetapi juga untuk 
mengarahkan dan membatasi ruang gerak ideologis masyarakat (Alam Mahadika & 
Efendi, 2021). Hal ini sejalan dengan konsep law as a tool of power, di mana hukum 
menjadi instrumen dominasi kelompok yang berkuasa. Selain di ruang pengadilan, 
hukum juga bekerja dalam arena politik dan diskursus publik. Bahkan, isu 
komunisme kerap dimobilisasi dalam kontestasi politik elektoral sebagai alat 
legitimasi, yang diperkuat oleh keberadaan norma hukum yang 
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mengkriminalisasikannya (Zulfaidah & Abdillah, 2025). Pasal 188 berfungsi sebagai 
background threat yang memperkuat narasi politik tertentu.  

Lebih jauh, analisis menunjukkan bahwa kriminalisasi komunisme tidak 
sepenuhnya didasarkan pada ancaman aktual, melainkan juga pada konstruksi 
historis dan stigma yang terus direproduksi. Stigmatisasi terhadap kelompok kiri, 
termasuk yang tidak secara langsung terkait dengan komunisme, menunjukkan 
bahwa hukum pidana digunakan untuk memperkuat narasi tertentu tentang 
ancaman ideologis (Citrawan & Putri, 2024). Hal ini sejalan dengan temuan bahwa 
bahkan tanpa ancaman nyata, persepsi tentang komunisme sebagai ancaman tetap 
diproduksi dalam ruang publik (Pahrun Wadipalapa, 2023). Selain itu, hukum juga 
berperan dalam menciptakan collective silence terhadap narasi alternatif. 

Selanjutnya, keberadaan Pasal 188 KUHP mencerminkan ketidaknetralan 
negara dalam merespons ideologi tandingan. Dalam teori politik hukum, negara 
idealnya bertindak sebagai arbiter yang netral, namun dalam praktiknya sering 
menunjukkan preferensi tertentu dalam kebijakan hukum (Nor, 2025). Fakta bahwa 
komunisme dikriminalisasi secara eksplisit, sementara ideologi lain tidak, 
menunjukkan adanya bias struktural dalam politik hukum Indonesia. Pendekatan ini 
juga menyederhanakan kompleksitas ideologi menjadi ancaman tunggal, sehingga 
hukum pidana berfungsi sebagai alat eksklusi ideologis (Subhan, 2019).  

Pasal 188 KUHP menunjukkan bahwa selain sebagai alat represif, hukum 
pidana juga berfungsi sebagai alat penegasan batas ideologis negara. Norma ini 
adalah strategi negara dalam mengelola dan mengendalikan kontestasi ideologis. 
Dalam perspektif kriminalisasi, penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana 
mencerminkan nilai yang ingin dipertahankan oleh negara (Zul Khaidir Kadir, 2025a). 
Pasal 188 menjaga integritas ideologi negara sekaligus membatasi kemungkinan 
munculnya alternatif ideologis. Hukum pidana harus dipahami sebagai instrumen 
politik yang kompleks, yang tidak hanya menindak, tetapi juga membentuk, 
mengarahkan, dan mengontrol kehidupan ideologis masyarakat. 
 
Respons Negara terhadap Ideologi Lain yang Dipancang Mengancam Pancasila 

Dalam diskursus hukum pidana dan politik keamanan di Indonesia, negara 
tidak pernah menerapkan standar tunggal dalam merespons ideologi yang dianggap 
bertentangan dengan Pancasila. Jika komunisme ditempatkan dalam posisi musuh 
permanen yang dikunci melalui instrumen hukum pidana yang sangat rigid sejak era 
Orde Baru melalui TAP MPRS No. XXV/1966, maka terhadap ideologi lain seperti 
ekstremisme keagamaan, khilafah transnasional, hingga paham keagamaan 
menyimpang, negara cenderung menggunakan pendekatan yang lebih dinamis, 
administratif, dan terkadang bersifat persuasif. Perbedaan perlakuan ini 
menunjukkan adanya selektivitas politik dalam menentukan tingkat berbahayanya 
suatu ideologi terhadap eksistensi negara (Hiariej, 2017). Hal ini mengindikasikan 
bahwa hukum pidana sering kali digunakan sebagai instrumen politik untuk 
meminggirkan spektrum ideologi tertentu yang dianggap mengancam stabilitas 
kekuasaan. 

Ideologi pertama yang perlu dibedah adalah ekstremisme berbasis kekerasan 
(violent extremism). Logika yang dibawa oleh kelompok ini umumnya bersumber pada 
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pemahaman takfiri, yakni penafian terhadap eksistensi individu atau sistem yang 
tidak sejalan dengan doktrin mereka. Negara memandang ideologi ini sebagai 
ancaman keamanan fisik (hard threat) yang merongrong monopoli kekerasan negara. 
Namun, berbeda dengan komunisme yang dilarang secara totalitas simbol dan 
ajarannya, respons negara terhadap ekstremisme keagamaan lebih terfokus pada 
manifestasi tindakannya. Hal ini terlihat dalam UU No. 5 Tahun 2018 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Di sini, negara melakukan kriminalisasi 
terhadap tindakan yang bersifat pre-emptive, seperti mengikuti pelatihan militer atau 
bergabung dengan organisasi teror (Effendi & Rizka, 2025). Pada saat yang sama, 
terdapat pendekatan non-penal melalui moderasi beragama sebagai strategi utama 
dalam mengatasi akar ideologisnya (Ismail, 2019; Wulansari & Kiftiyah, 2024). Hal ini 
menunjukkan bahwa negara membedakan antara keyakinan internal dengan 
ancaman nyata, sebuah diferensiasi yang tidak diterapkan secara konsisten pada 
komunisme. 

Ekstremisme keagamaan dipandang mengancam karena mengandung 
kecenderungan eksklusivisme dan penolakan terhadap pluralitas social (Ismail, 2019). 
Namun demikian, radikalisasi dalam konteks ini sering berakar pada interpretasi 
doktrinal yang sempit dan eksklusif, bukan pada tindakan kriminal, sehingga negara 
cenderung merespons melalui rekonstruksi pemahaman keagamaan daripada 
penindakan pidana langsung (Wasman, 2019). Ekstremisme keagamaan lebih 
diposisikan sebagai persoalan ideologis-kultural dibanding ancaman pidana 
langsung, yang menegaskan adanya fleksibilitas instrumen negara dalam merespons 
ancaman ideologis tertentu. 

Selanjutnya, ideologi khilafah transnasional menawarkan tantangan yang 
berbeda karena secara eksplisit menolak konsep nation-state dan kedaulatan rakyat, 
menggantinya dengan kedaulatan Tuhan dalam kerangka politik global tanpa batas. 
Meskipun secara fundamental bertabrakan dengan Pancasila, negara tidak serta-
merta menggunakan instrumen hukum pidana terhadap individu penyebarnya. 
Sebaliknya, negara lebih memilih menggunakan instrumen administrasi melalui 
pembubaran organisasi berdasarkan UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi 
Kemasyarakatan sebagai bentuk pematian perdata (Amer, 2020). Pilihan ini juga 
didukung oleh temuan bahwa penyebaran ideologi khilafah dilakukan secara 
sistematis melalui jaringan dakwah dan media (Jamilah & Rafii, 2022; Setia & Syarif, 
2022), sehingga negara memilih jalur administratif yang lebih cepat dibanding 
pembuktian pidana yang kompleks. 

Terlihat bahwa negara menghindari kriminalisasi ideologis secara langsung 
dan lebih fokus pada medium penyebaran ideologi tersebut. Bahkan dalam kasus 
gerakan berbasis Millah Ibrahim, negara tidak langsung mempidanakan ideologinya, 
melainkan membongkar jaringan serta melakukan intervensi administratif dan sosial 
terhadap pengikutnya (Wasman, 2019). Hal ini mengindikasikan bahwa ancaman 
ideologis yang bersifat sistemik tidak selalu direspons dengan instrumen pidana, 
melainkan melalui strategi pembatasan struktural terhadap ruang geraknya. 

Terhadap paham keagamaan yang dianggap menyimpang atau sempalan, 
negara menerapkan pendekatan yang berbeda lagi. Ideologi dalam kategori ini 
umumnya berupa interpretasi keagamaan yang tidak sejalan dengan arus utama dan 
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dipandang mengganggu harmoni sosial. Respons negara bersifat persuasif-judisial 
melalui mekanisme pengawasan dan penilaian sosial-keagamaan, termasuk melalui 
Tim PAKEM (Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat), di mana negara 
memposisikan diri sebagai penjaga ketertiban social (Fauziah & Thohri, 2018). 
Ancaman yang dilihat bukan pada ideologinya semata, tetapi pada dampak sosial 
yang ditimbulkan. 

Dalam praktiknya, negara juga melibatkan otoritas keagamaan seperti MUI 
untuk memberikan legitimasi normatif terhadap penilaian ideologi menyimpang 
(Fauziah & Thohri, 2018). Studi mengenai Millah Ibrahim menunjukkan bahwa label 
sesat diberikan karena deviasi teologis seperti pengakuan nabi baru dan sinkretisme 
ajaran, yang cukup untuk memicu intervensi tanpa harus melalui kriminalisasi negara 
(Wasman, 2019). Bahkan, pendekatan yang diambil lebih menekankan pembinaan, 
penyelamatan anggota, dan pemulihan sosial dibanding penghukuman pidana, yang 
menunjukkan dominasi pendekatan non-penal dalam konteks ini. 

Selain itu, terdapat pula ideologi radikal non-violent yang berkembang melalui 
internalisasi nilai di ruang publik, khususnya di lingkungan pendidikan. Ideologi ini 
tidak selalu termanifestasi dalam tindakan kekerasan, tetapi tetap dipandang 
berpotensi mengancam karena membentuk cara pandang yang bertentangan dengan 
Pancasila. Penyebarannya berlangsung melalui jaringan intelektual dan komunitas 
yang sulit dijangkau oleh hukum pidana (Setia & Syarif, 2022). Oleh karena itu, negara 
menggunakan pendekatan pengawasan dan deteksi dini melalui lembaga seperti 
BNPT serta penguatan narasi kebangsaan sebagai langkah preventif (Wulansari & 
Kiftiyah, 2024). 

Jika disintesis, berbagai respons tersebut menunjukkan bahwa negara 
menggunakan spektrum instrumen yang berbeda dalam merespons ideologi yang 
sama-sama diklaim mengancam Pancasila. Perbedaan tersebut dapat dirumuskan 
sebagai berikut: 

 
Tabel 1. Perbandingan Respons Negara terhadap Ideologi  

yang Dipandang Mengancam Pancasila 

Jenis Ideologi Karakter Ancaman Instrumen Respons 

Ekstremisme keagamaan Ideologisasi agama Moderasi & deradikalisasi 

Khilafah transnasional Proyek politik alternatif Pembubaran administratif 

Paham menyimpang Deviasi teologis Penilaian sosial-keagamaan 

Radikalisme non-violent Internalitas ide Pengawasan & pencegahan 
Sumber: Diolah Penulis, 2026 

 
Secara teoretis, disparitas respons ini mengonfirmasi adanya gradasi dalam 

kebijakan kriminalisasi di Indonesia. Terdapat perbedaan perlakuan antara ancaman 
masa lalu yang bersifat stigmatis dengan ancaman kontemporer yang direspons 
secara kasuistik dan administratif. Negara tampak lebih berani menggunakan 
instrumen pidana terhadap komunisme karena adanya konstruksi memori kolektif 
yang kuat, sementara terhadap ideologi lain, negara mempertimbangkan faktor 
sosial, politik, dan konstituen sehingga lebih memilih jalur non-penal. Hal ini 
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memperkuat pandangan bahwa politik hukum pidana bersifat selektif dan tidak 
sepenuhnya netral (Hiariej, 2017). 

Analisis ini pada pokoknya menunjukkan bahwa negara tidak menggunakan 
pendekatan tunggal dalam merespons ancaman ideologis, melainkan melakukan 
diferensiasi instrumen berdasarkan konstruksi politik terhadap masing-masing 
ideologi. Implikasinya, kriminalisasi ideologi tidak sepenuhnya ditentukan oleh 
tingkat ancaman objektif, tetapi oleh bagaimana negara memaknai ancaman tersebut 
dalam kerangka politik hukum. Komunisme menjadi anomali karena secara konsisten 
ditempatkan dalam ranah hukum pidana, sementara ideologi lain yang juga diklaim 
mengancam Pancasila justru direspons melalui mekanisme administratif, sosial, dan 
kultural.  
 
Selektivitas Politik Negara dalam Kriminalisasi Ideologi 

Kriminalisasi terhadap komunisme tidak dapat dipahami semata sebagai 
respons hukum terhadap ancaman ideologis, melainkan sebagai konstruksi politik-
hukum yang terinstitusionalisasi secara historis. Negara secara konsisten membingkai 
komunisme sebagai ancaman eksistensial terhadap Pancasila melalui instrumen 
hukum pidana, baik dalam norma maupun praktik penegakannya. Pola ini muncul 
melalui interaksi antara memori kolektif, trauma politik, dan kepentingan rezim yang 
berkuasa. Dalam praktik konstruksi tersebut bahkan meluas hingga pada tindakan 
yang tidak memiliki intensi subversif, sehingga memperlihatkan kecenderungan 
kriminalisasi yang luas. Hal ini tercermin dari temuan bahwa penegakan pasal anti-
Pancasila seringkali tidak mempertimbangkan unsur niat maupun bahaya nyata (clear 
and present danger), sehingga memperluas ruang kriminalisasi secara berlebihan 
(Prahassacitta, 2024). 

Perbedaan perlakuan terhadap ideologi tidak dapat dianggap sebagai variasi 
kebijakan biasa, melainkan sebagai indikasi adanya selektivitas politik yang 
sistematis. Hal ini sejalan dengan konsep selective enforcement yang menekankan 
bahwa hukum sering kali diterapkan secara berbeda tergantung pada kepentingan 
kekuasaan (Garcia, 2025; Rubeinstein, 2023). Secara empiris, pola selektif ini dapat 
diidentifikasi dari intensitas kriminalisasi, cakupan norma, dan legitimasi diskursif 
yang diberikan negara terhadap komunisme. Komunisme tidak hanya dilarang secara 
hukum, tetapi juga dikonstruksi sebagai ancaman laten yang terus direproduksi 
dalam wacana publik dan kebijakan negara. Sementara itu, ideologi lain yang 
berpotensi bertentangan dengan Pancasila tidak selalu mendapatkan perlakuan 
serupa dalam bentuk kriminalisasi pidana yang ketat. 

Dalam perspektif kebijakan publik, fenomena ini mencerminkan adanya policy 
selectivity, di mana negara memprioritaskan isu tertentu berdasarkan persepsi risiko 
dan kepentingan strategis (Van Der Voet & Lerusse, 2024). Komunisme ditempatkan 
sebagai prioritas tinggi dalam agenda keamanan ideologis negara, sementara ideologi 
lain berada dalam spektrum respons yang lebih fleksibel. Hal ini menunjukkan bahwa 
kriminalisasi bukan sekadar instrumen hukum, tetapi juga alat seleksi politik 
terhadap ancaman yang dianggap paling relevan bagi stabilitas rezim.  

Pilihan negara untuk menjadikan komunisme sebagai target utama tidak 
dapat dilepaskan dari konteks sejarah politik Indonesia, khususnya pasca peristiwa 
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1965. Sejarah tersebut membentuk narasi resmi yang mengasosiasikan komunisme 
dengan ancaman eksistensial terhadap negara dan Pancasila, yang kemudian 
dilembagakan dalam berbagai instrumen hukum. Dalam teori negara, kondisi ini 
mencerminkan bagaimana negara menggunakan kekuasaan simbolik untuk 
menentukan mana ideologi yang sah dan mana yang harus dieliminasi (Foucault, 
1980). Analisis tentang memori kolektif juga menunjukkan bahwa hukum berfungsi 
sebagai alat untuk mempertahankan narasi dominan anti-komunisme, sehingga 
kriminalisasi tidak hanya berfungsi sebagai kontrol sosial, tetapi juga sebagai 
reproduksi ingatan politik negara (Citrawan & Putri, 2024). Selektivitas ini memiliki 
dimensi historis yang kuat dan tidak sepenuhnya rasional dalam konteks 
kontemporer. 

Sebaliknya, ideologi lain yang juga berpotensi mengancam Pancasila tidak 
diperlakukan dengan tingkat kriminalisasi yang sama karena adanya faktor 
struktural dan politis. Negara cenderung memilih pendekatan non-pidana atau semi-
pidana terhadap ideologi yang memiliki basis sosial luas atau sensitivitas tinggi. 
Dalam perspektif politik hukum, hal ini menunjukkan bahwa pembentukan dan 
penerapan hukum sangat dipengaruhi oleh konfigurasi kekuasaan dan dinamika 
sosial (Mahfud MD, 2012).  

Negara secara implisit membangun hierarki ancaman ideologi. Dalam hierarki 
ini, komunisme ditempatkan pada level ancaman tertinggi yang memerlukan respons 
pidana yang keras dan berkelanjutan, sementara ideologi lain ditempatkan dalam 
kategori ancaman menengah atau rendah yang dapat ditangani melalui pendekatan 
administratif, diskursif, atau preventif. Dalam teori kekuasaan, hal ini mencerminkan 
bagaimana negara mengelola ancaman melalui diferensiasi respons yang strategis 
(Lukes, 1980).  

Fenomena ini juga dapat dijelaskan melalui perspektif prioritas politik negara 
dalam menjaga stabilitas dan legitimasi kekuasaan. Negara cenderung memilih target 
kriminalisasi yang memiliki nilai simbolik tinggi dan risiko politik rendah untuk 
dipertahankan sebagai ancaman permanen. Komunisme memenuhi kedua kriteria 
tersebut karena memiliki beban historis yang kuat sekaligus tidak memiliki kekuatan 
politik aktual yang signifikan. Sebaliknya, ideologi lain yang lebih kontemporer justru 
tidak selalu dikriminalisasi secara keras karena pertimbangan stabilitas politik dan 
sensitivitas sosial. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa formulasi delik dalam 
hukum pidana modern masih membuka ruang interpretasi yang luas dan berpotensi 
digunakan secara selektif dalam praktik (Perdana & Aurellia, 2025). 

Selain itu, struktur kekuasaan dalam sistem presidensial Indonesia turut 
memperkuat pola selektivitas ini. Meskipun secara teoritis terdapat mekanisme checks 
and balances, dalam praktiknya kebijakan hukum pidana sering kali mencerminkan 
konsolidasi kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Hal ini memungkinkan 
pembentukan kebijakan hukum yang tidak sepenuhnya netral, melainkan sarat 
dengan kepentingan politik (Muhtadi & Ridlwan, 2023). Kriminalisasi komunisme 
dapat dipahami sebagai bagian dari strategi politik negara untuk mempertahankan 
konfigurasi kekuasaan yang ada. 

Namun demikian, penting untuk membedakan secara tegas antara perbedaan 
respons dan selektivitas politik agar analisis tidak terjebak pada generalisasi yang 
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simplistik. Tidak semua perbedaan perlakuan terhadap ideologi dapat dianggap 
sebagai selektivitas yang problematis. Perbedaan dapat dibenarkan apabila 
didasarkan pada tingkat ancaman empiris, konsistensi kebijakan, dan 
proporsionalitas instrumen hukum. Akan tetapi, dalam kasus komunisme, temuan 
menunjukkan bahwa perbedaan tersebut tidak sepenuhnya didasarkan pada kriteria 
objektif, melainkan pada konstruksi simbolik, historis, dan ideologis yang terus 
direproduksi. Bahkan dalam ranah non-pidana seperti pengujian konstitusional, 
terdapat kecenderungan pendekatan yang lebih berbasis hak asasi manusia, sehingga 
memperlihatkan adanya dualisme pendekatan negara (Citrawan & Putri, 2024). 
 
Uji Kritis terhadap Argumen Negara 

Argumen utama negara dalam membenarkan kriminalisasi komunisme 
berangkat dari premis bahwa negara tidak memiliki kewajiban untuk 
memperlakukan seluruh ideologi secara identik, melainkan berwenang melakukan 
diferensiasi berdasarkan tingkat ancaman terhadap Pancasila dan stabilitas nasional. 
Dalam perspektif ini, komunisme ditempatkan sebagai ancaman eksistensial yang 
memiliki legitimasi historis dan simbolik untuk ditindak secara represif melalui 
hukum pidana. Temuan penelitian pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa 
konstruksi ini tidak berdiri pada basis empiris semata, tetapi merupakan hasil 
produksi makna melalui narasi politik yang telah terinstitusionalisasi sejak peristiwa 
1965 (Abidin et al., 2026). Argumen negara perlu diuji tidak hanya dari segi legalitas 
formal, tetapi juga dari segi rasionalitas dan konsistensi kebijakan. Di sinilah muncul 
pertanyaan mendasar apakah diferensiasi tersebut merupakan bentuk kebijakan 
rasional, atau justru refleksi selektivitas politik yang terselubung. 

Dari sudut pandang teori pembatasan hak, negara memang memiliki 
kewenangan untuk membatasi kebebasan ideologis sepanjang memenuhi syarat 
legalitas, legitimasi tujuan, dan kebutuhan yang mendesak. Prinsip ini tercermin 
dalam kerangka pembatasan hak asasi manusia dalam konstitusi maupun instrumen 
internasional seperti Prinsip Siracusa, yang menekankan bahwa pembatasan harus 
didasarkan pada ancaman nyata terhadap kepentingan publik (Oktavia, 2024). 
Namun, analisis terhadap praktik kriminalisasi komunisme menunjukkan adanya 
pelebaran makna ancaman yang tidak selalu berbasis pada clear and present danger. 
Bahkan, dalam banyak kasus, ekspresi yang tidak memiliki intensi subversif tetap 
diposisikan dalam spektrum kriminalisasi (Abidin et al., 2026). Hal ini 
mengindikasikan bahwa standar pembatasan hak tidak diterapkan secara ketat, 
sehingga melemahkan klaim negara bahwa tindakan tersebut semata-mata 
didasarkan pada kebutuhan objektif. 

Argumen kedua adalah bahwa perbedaan ancaman memerlukan perbedaan 
instrumen, sehingga penggunaan hukum pidana terhadap komunisme dianggap 
sebagai respons yang proporsional. Secara teoritis, pendekatan ini sejalan dengan 
prinsip proporsionalitas yang mengharuskan adanya hubungan rasional antara 
tujuan, instrumen, dan dampak pembatasan. Studi Enika Maya Oktavia 
menunjukkan bahwa dalam konteks pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), 
negara berupaya menerapkan uji proporsionalitas dengan menempatkan 
pembubaran sebagai langkah terakhir setelah mekanisme lain ditempuh (Oktavia, 
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2024). Akan tetapi, jika dibandingkan dengan perlakuan terhadap komunisme, 
terlihat adanya ketidakkonsistenan pendekatan. Komunisme secara langsung 
ditempatkan dalam rezim pidana tanpa tahapan eskalasi yang jelas, sehingga 
menimbulkan pertanyaan apakah prinsip proporsionalitas benar-benar diterapkan 
secara universal atau hanya selektif terhadap ideologi tertentu. 

Dalam teori ultimum remedium, hukum pidana seharusnya digunakan sebagai 
upaya terakhir setelah instrumen non-pidana tidak efektif. Mahrus Ali menegaskan 
bahwa kriminalisasi harus memenuhi prinsip kehati-hatian dan tidak boleh menjadi 
respons utama terhadap setiap bentuk deviasi sosial (Ali et al., 2022). Namun, temuan 
penelitian ini menunjukkan bahwa negara justru menjadikan hukum pidana sebagai 
instrumen utama dalam merespons komunisme, sementara ideologi lain yang juga 
dianggap mengancam Pancasila ditangani melalui pendekatan administratif atau 
diskursif (Abidin et al., 2026). Ketidakseimbangan ini memperlemah argumen negara, 
karena menunjukkan bahwa prinsip ultimum remedium tidak diterapkan secara 
konsisten. Dengan kata lain, penggunaan hukum pidana terhadap komunisme 
tampak lebih sebagai pilihan politik daripada kebutuhan hukum yang mendesak. 

Dalam perspektif legitimasi kebijakan negara, tindakan kriminalisasi 
seharusnya didasarkan pada rasionalitas, transparansi, dan evidence-based 
policymaking. Studi Alfin Dwi Novemyanto menekankan bahwa legitimasi hukum 
modern tidak cukup hanya bertumpu pada prosedur formal, tetapi juga pada kualitas 
rasionalitas kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara publik 
(Nuvemyanto et al., 2026). Jika dikaitkan dengan temuan penelitian ini, terlihat bahwa 
kriminalisasi komunisme lebih banyak bertumpu pada memori kolektif dan 
konstruksi historis dibandingkan pada ancaman aktual. Hal ini menciptakan 
kesenjangan antara legitimasi formal dan legitimasi substantif, di mana kebijakan 
tetap sah secara hukum, tetapi lemah secara rasional. Argumen negara justru 
berpotensi memperkuat dugaan bahwa kriminalisasi komunisme merupakan bentuk 
reproduksi narasi politik, bukan respons terhadap kondisi empiris. 

Meskipun terdapat justifikasi normatif untuk melakukan diferensiasi terhadap 
ideologi, implementasinya dalam kasus komunisme tidak sepenuhnya memenuhi 
standar teori pembatasan hak, proporsionalitas, maupun ultimum remedium. 
Ketidakkonsistenan ini mengarah pada kesimpulan bahwa kriminalisasi komunisme 
lebih mencerminkan selektivitas politik daripada kebutuhan objektif sistem hukum. 
Temuan ini sekaligus mengonfirmasi bahwa selain sebagai alat control sosial, hukum 
pidana juga berfungsi sebagai instrumen produksi dan reproduksi kekuasaan 
simbolik negara. 

 
KESIMPULAN  

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kriminalisasi komunisme di Indonesia 
tidak dapat direduksi semata sebagai respons hukum terhadap ancaman ideologis 
yang objektif, melainkan merupakan hasil konstruksi politik-hukum yang 
terinstitusionalisasi secara historis melalui interaksi antara memori kolektif, narasi 
negara, dan kepentingan kekuasaan, yang kemudian dilegitimasi melalui instrumen 
hukum pidana seperti Pasal 188 KUHP. Temuan menunjukkan bahwa negara secara 
aktif membingkai komunisme sebagai ancaman eksistensial melalui produksi 
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diskursus, regulasi represif, dan simbolisasi ideologis, sementara terhadap ideologi 
lain yang juga dipandang mengancam Pancasila, negara cenderung menggunakan 
pendekatan yang lebih variatif, administratif, dan non-penal. 

Selain pada tahap penegakan hukum, Selective enforcement juga beroperasi 
pada tahap konstruksi norma dan produksi ancaman, sehingga membentuk hierarki 
respons negara terhadap ideologi. Selektivitas tersebut bekerja melalui diferensiasi 
instrumen hukum, intensitas kriminalisasi, serta legitimasi diskursif yang diberikan 
terhadap masing-masing ideologi, yang tidak sepenuhnya ditentukan oleh tingkat 
ancaman empiris, melainkan oleh konfigurasi politik dan historis yang 
melingkupinya. 

Secara teoretis, penelitian ini memperluas perspektif politik hukum dan teori 
selective enforcement dengan menunjukkan bahwa hukum pidana selain 
mengendalikan, juga mengonstruksi realitas ideologis. Secara praktis, temuan ini 
merekomendasikan perlunya reformulasi kebijakan kriminalisasi ideologi melalui (1) 
penegasan batasan normatif yang lebih jelas dalam Pasal 188 KUHP untuk mencegah 
overcriminalization; (2) penerapan prinsip ultimum remedium secara konsisten melalui 
skema eskalasi bertahap dari non-penal ke penal; serta (3) penguatan parameter 
berbasis ancaman empiris dan prinsip proporsionalitas dalam perumusan dan 
penerapan kebijakan. 

Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada dominasi pendekatan 
kualitatif berbasis analisis dokumen dan diskursus, yang belum sepenuhnya 
menangkap dinamika praktik penegakan hukum di lapangan. Oleh karena itu 
penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada studi empiris berbasis kasus konkret, 
analisis putusan pengadilan, serta pengukuran komparatif terhadap pola 
kriminalisasi ideologi, guna menguji secara lebih presisi hubungan antara konstruksi 
ideologis, selective enforcement, dan praktik hukum dalam konteks yang lebih luas. 

 
IMPLIKASI PRAKTIS & TEORITIS  

Implikasi praktis dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembuat kebijakan 
perlu melakukan reorientasi dalam penggunaan hukum pidana sebagai instrumen 
pengelolaan ancaman ideologis dengan menempatkannya secara proporsional dan 
sebagai ultimum remedium, bukan sebagai respons utama yang bersifat otomatis 
terhadap ideologi tertentu. Temuan mengenai selektivitas dalam kriminalisasi 
komunisme mengindikasikan perlunya perumusan kebijakan yang lebih berbasis 
pada ancaman empiris, kejelasan norma, serta prinsip hak asasi manusia guna 
mencegah overcriminalization dan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, bagi aparat 
penegak hukum, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan standar 
pembuktian yang ketat, termasuk mempertimbangkan unsur niat dan bahaya nyata 
(clear and present danger), agar hukum tidak berfungsi sebagai alat represi simbolik 
semata. Dalam masyarakat, penelitian ini membuka ruang bagi penguatan literasi 
kritis terhadap narasi ideologis negara, sehingga publik tidak semata menerima 
konstruksi ancaman secara taken for granted, melainkan mampu menilai secara 
rasional dan kontekstual. Sementara itu, implikasi teoritis penelitian ini terletak pada 
kontribusinya dalam memperluas kajian politik hukum dengan menegaskan bahwa 
kriminalisasi ideologi merupakan hasil interaksi antara kekuasaan, memori kolektif, 
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dan produksi diskursus, sehingga hukum pidana harus dipahami sebagai arena 
politik, bukan instrumen normatif yang positivis semataa. Penelitian ini juga 
memperkaya teori selective enforcement dengan menunjukkan bahwa selektivitas tidak 
hanya terjadi pada tahap penegakan hukum, tetapi sudah terbangun sejak tahap 
konstruksi norma melalui hierarki ancaman ideologis yang dibentuk negara. Lebih 
jauh lagi, temuan ini mengembangkan perspektif bahwa negara berperan sebagai 
aktor yang tidak hanya merespons ancaman, tetapi juga secara aktif memproduksi 
dan mereproduksi ancaman tersebut melalui hukum, sehingga memperluas 
pemahaman tentang relasi antara hukum, ideologi, dan kekuasaan dalam studi 
ketatanegaraan dan ilmu politik. 
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